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HUKUM

ADMINISTRASI
NEGARA

Konsep dan Implementasi

Hukum Administrasi Negara adalah cabang hukum yang berkaitan dengan tata
kelola dan pengaturan administrasi pemerintahan dalam suatu negara. Ini mencakup
aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya, serta
antara lembaga pemerintah yang berbeda. Hukum Administrasi Negara mencakup
berbagai aspek. seperti pembentukan lembaga pemerintah, prosedur administrasi,
perlindungan hukum bagi warga negara, fanggung jawab administratif pemerintah,
sengketa administralif, transparansi, akuntabilitas, dan prinsip-prinsip umum fata kelola
yang baik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa adminisirasi negara berjalan
dengan efisien, adil, terbuka, dan sesuai dengan hukum.

Bab yang dibahas dalam buku ini, meliputi;

Bab 1 Tinjauan Umum Hukum Adminisirasi Negara

Bab2 Kedudukan, Fungsi, dan Karakter Hukum Administrasi Negara
Bab3 Sumber dan Pembagian Hukum Administrasi Negara
Bab4 Landasan Hukum Adminisirasi Negara

Bab5 Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Hukum Nasional
Bab 6 Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Bab 7 Sistem Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

Bab 8 Keputusan Pemerintahan

Bab 9 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Bab 10 Sanksi Administrasi
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KATA PENGANTAR EDITOR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan
limpahan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan karya ini.
Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita
Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, yang telah
memberikan kita teladan kehidupan yang penuh keberkahan.

Sebagai editor buku ini, kami merasa terhormat dapat
berkontribusi dalam proses pengembangan dan penyempurnaan
karya yang memegang peranan penting dalam memahami hukum
administrasi negara. Ini adalah tugas yang kami jalani dengan
penuh tanggung jawab, dan kami bertekad untuk menyajikan teks
yang berkualitas, terpercaya, dan mudah dipahami bagi pembaca.

Kepada penulis, kami mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya. Terima kasih atas dedikasi, pengetahuan, dan
pengalaman yang telah dituangkan dalam tulisan ini. Semoga karya
ini terus menginspirasi dan memberikan kontribusi berarti bagi
perkembangan ilmu hukum administrasi negara.

Tak lupa, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada
Penerbit Eureka Media Aksara atas kepercayaan yang telah
diberikan kepada kami sebagai editor. Kerjasama yang baik antara
penulis, editor, dan penerbit merupakan kunci keberhasilan dalam
menghadirkan buku ini kepada pembaca.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi sumber
pengetahuan yang bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi
positif bagi pemahaman dan pengembangan hukum administrasi
negara.

Salam hangat,

Suwandi
Editor
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PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas rahmat dan hidayah-
Nya yang diberikan kepada kita semua selaku penulis, sehingga
buku yang berjudul “Hukum Administrasi Negara” ini dapat
tersusun, terselesaikan, dan diterbitkan. Harapan kami selaku
penulis, semoga buku ini dapat memberikan peningkatan terhadap
wawasan keilmuan yang tidak hanya kepada pembaca, namun juga
terhadap penulisnya.

Buku ini mengambil tema “Hukum Administrasi Negara”
yang merupakan ilmu hukum yang bersifat dinamis. Ilmu hukum
yang mengikuti perkembangan kehidupan dalam berbangsa dan
bernegara di Indonesia, sehingga besar manfaat buku ini dalam
memberikan konsep dan pandangan kepada kita semua dalam
memahami arti dan manfaat keberadaan hukum administrasi
negara di Indonesia.

Buku ini berisi 10 Bab yang pada tiap Bab nya menjelaskan
tentang Tinjauan Umum Hukum Administrasi Negara,
Kedudukan, Fungsi, dan Karakter Hukum Administrasi Negara,
Sumber dan Pembagian Hukum Administrasi Negara, Landasan
Hukum Administrasi Negara, Hukum Administrasi Negara dalam
Sistem  Hukum  Nasional, Asas-Asas  Penyelenggaraan
Pemerintahan, Sistem Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan, Keputusan Pemerintahan, dan Sanksi Administrasi

Penulis menyadari bahwa sebenarnya di dalam penyusunan
buku ini masih terdapat beberapa kekurangan yang masih perlu
disempurnakan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata.
Maka dari itu, penulis dengan senang hati menerima saran dan
kritik dari pembaca yang dapat memberikan kesempurnaan dalam
penyusunan buku kami selanjutnya.
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Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang
telah mendukung dan ikut serta dalam rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini. Harapan kami semoga buku
ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap kemajuan
dan pengembangan ilmu pengetahuan di Negara Indonesia.

Makassar, April 2024

Penulis
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BAB
TINJAUAN UMUM

HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA

Dr. Susi Marni, S.E.,, M.M.
Universitas Nagoya Indonesia

A. Definisi dan Istilah Hukum Administrasi Negara

Ada beberapa definisi dan Istilah Hukum Administrasi
Negara beserta pendapat para ahli tentang hal tersebut. Pada
awalnya definisi Hukum Administrasi Negara sulit untuk dapat
memberikan suatu definisi dan istilah yang dapat diterima oleh
semua pihak, mengingat pembahasan Hukum Administrasi
Negara yang begitu luas dan terus berkembang mengikuti
adaptasi pada arah pengolahan data administrasi serta
penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara yang terus
berkembang. Hukum administrasi negara juga diartikan sebagai
hukum yang selalu berkaitan dengan aktivitas perilaku
administrasi negara dan kebutuhan masyarakat serta interaksi
timbal balik diantara keduanya. Saat sistem administrasi negara
yang menjadi pilar pada pelayanan publik yang menghadapi
masalah yang fundamental maka rekonseptualisasi, reposisi dan
revitalisasi kedudukan hukum administrasi negara menjadi satu
keharusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan
penerapan good governance.

Beberapa definisi dan istilah Hukum Administrasi Negara
menurut para Ahli sebagai berikut:

1. Bachsan Mustofa berpendapat “Hukum Administrasi Negara
adalah sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan
disusun secara bertingkat yang diserahi tugas melakukan



BAB

KEDUDUKAN, FUNGS],
DAN KARAKTER HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA

Maulidya Permatasari, S.H., M.H.
Universitas Patompo Makassar

A. Kedudukan Hukum Administrasi Negara

Kedudukan hukum administrasi negara dibagi atas dua
pengertian, yakni kedudukan dan hukum administrasi negara.
Istilah kedudukan sudah tidak lazim dalam konsep pandangan
baik yang berasal dari masyarakat, lembaga pemerintahan
maupun organisasi. Kedudukan dapat diartikan sebagai tempat
yang menggambarkan kondisi seseorang atau sesuatu dimana
seharusnya berada. Kedudukan sering digunakan untuk posisi
jabatan seseorang atau status sosial, peranan ilmu dalam
masyarakat dan pemerintahan, serta kedudukan lembaga
masyarakat atau organisasi, sedangkan hukum administrasi
negara selalu tidak pernah lepas dari konsep dan pandangan
terhadap pemerintahan dan bagaimana sistem penyelenggaraan
pemerintahan dalam suatu negara dilakukan.

Kedudukan akan memberikan suatu penafsiran apabila
dikaitkan dengan beberapa aspek, contohnya hubungan
kedudukan dengan peranan ilmu dalam masyarakat dan
pemerintahan yaitu aspek hukum administrasi negara.
Kedudukan hukum administrasi negara akan tampak jelas, jika
dihubungkan oleh pengertian dari hukum administrasi negara
itu sendiri. Terdapat konsep yang nyata mengenai apa yang
dimaksud dengan hukum administrasi negara. Kalangan
masyarakat, kelompok praktisi, kelompok akademisi, dan
sebagainya akan lebih mudah memahami bahwa dimana
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BAB
SUMBER DAN

PEMBAGIAN HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA

Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D.
Universitas Pembangunan Panca Budi

A. Pengertian Sumber Hukum

Istilah sumber hukum dipergunakan dalam berbagai
maksud tertentu sehingga menimbulkan berbagai pengertian
juga tergantung apa dan ahli bidang apa yang
membicarakannya apakah ahli sejarah, ahli agama, ahli sosial
budaya, ahli ekonomi, ahli filsafat, ahli antropologi, ahli hukum
dan ahli-ahli bidang ilmu lainnya. Masing-masing ahli tersebut
tentu akan memberikan pengertian atau definisi tentang sumber
hukum sesuai bidang keahliannya masing-masing juga.

Bagi ahli sejarah yang menjadi sumber hukum tentu saja:
(1) undang-undang serta sistem-sistem tertulis dari suatu
periode masa, seperti masa abad ke 18, 19 dan lain-lainya; dan
dokumen-dokumen, keterangan-keterangan dan surat-surat lain
dari periode masa tersebut yang memungkinkan untuk
mengetahui hukum yang berlaku pada masa tersebut.

Bagi ahli agama yang menjadi sumber hukum adalah
tentu saja kitab suci masing-masing agama (Al Qur’an, Injil atau
Alkitab, Weda, Tripitaka) serta dasar-dasar agama yang lainnya.
Bagi ahli sosiologi, antropologi budaya yang menjadi sumber
hukum adalah peristiwa-peristiwa dalam masyarakat dengan
segala lembaga sosial yang ada di dalamnya. Lebih lanjut, bagi
ahli ekonomi yang menjadi sumber hukum adalah apa yang
kelihatan menjadi kebutuhan-kebutuhan di lapangan ekonomi
yang menimbulkan adanya hukum ekonomi, misalnya hal-hal

25



BAB

A.

34

LANDASAN HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA

Dr. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos, M.Si.
Universitas Subang

Landasan Hukum

Hukum  Administrasi  sebagai  hukum  publik
berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum (rechtsstaat)
dan prinsip-prinsip demokrasi dan sesuai dengan konsep
Hukum Administrasi sebagai instrumen yuridis, Hukum
Administrasi jika mengandung karakter instrumental. Dengan
demikian terdapat tiga landasan Hukum Administrasi, yaitu:

1. Negara Hukum
Landasan negara hukum berkaitan dengan jaminan
perlindungan hukum terhadap kekuasaan pemerintahan.
Asas-asas umum negara hukum yang langsung berkaitan
dengan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat
terhadap kekuasaan pemerintahan adalah: (a) asas legalitas
dalam pelaksanaan pemerintahan, yaitu hal-hal yang
berkaitan dengan soal kewenangan, prosedur, dan substansi;
(b) perlindungan hak asasi, yaitu masalah hak klasik dan hak
sosial; (c) pembagian kekuasaan di bidang pemerintahan,
antara lain melalui desentralisasi fungsional maupun
teritorial; serta Pengawasan oleh pengadilan.
2. Demokrasi
Landasan demokrasi terutama berkaitan dengan
prosedur dan substansi dalam  penyelenggaraan
pemerintahan, baik berupa pengambilan keputusan maupun
berupa  perbuatan-perbuatan  nyata.  Prinsip-prinsip



BAB HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA DALAM
SISTEM HUKUM
NASIONAL

Ade Risna Sari, S.H., M..Si.
Universitas Tanjungpura

A. Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem

Hukum Nasional

Beberapa pendapat ahli tentang pengertian hukum
administrasi negara, antara lain:

1. Hukum administrasi negara (state administrative law)
merupakan hukum tentang seluk beluk administrasi negara
atau nama lainnya hukum administrasi negara heterogen,
dan hukum hasil ciptaan administrasi negara atau nama
lainnya hukum administrasi negara otonom (Prajudi
Admosudirdjo).

2. Hukum administrasi negara (state administrative law) atau
hukum pemerintahan yaitu hukum yang menguji
perhubungan-perhubungan hukum istimewa yang diadakan
akan memungkinkan para pejabat (ambtsdragers) melakukan
tugas mereka yang istimewa (Utrecht).

3. Hukum administrasi negara (state administrative law) meliputi
keseluruhan aturan hukum yang menetapkan cara
bagaimana negara sebagai penguasa itu menjalankan usaha-
usaha untuk mencukupi tugas-tugas, atau cara bagaimana
penguasa itu semestinya berperilaku dalam menjalankan
tugas-tugasnya (Kusumadi Poedjosewojo).

4. Hukum administrasi negara (state administrative law) adalah
hukum yang meliputi 3 (tiga) hal yakni kedudukan dan
tanggung jawab seluruh pejabat negara; hak-hak warga
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BAB ASAS-ASAS

PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN

Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.
Universitas Lancang Kuning

A. Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa definisi
negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai
kekuasaan yang sah dan ditaati oleh rakyat. Menurut Roger F.
Soltau, negara adalah suatu alat yang mengatur persoalan
bersama atas nama masyarakat. Menurut R. Djokosoetono,
negara adalah suatu organisasi atau kumpulan manusia yang
berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Menurut
Soenarko, negara adalah organisasi masyarakat yang
mempunyai wilayah tertentu dengan kekuasaan berlaku
sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan. Dari keempat definisi di
atas, dapat digarisbawahi bahwa unsur negara ada empat, yaitu:
Penduduk negara; Wilayah negara; Penyelenggara negara; dan
Kedaulatan negara.

Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang
menjalankan fungsi eksekutif, fungsi legislatif, dan fungsi
yudikatif serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara
negara yang berintegritas mempunyai peran yang sangat
menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai
cita-cita perjuangan bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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BAB SISTEM

PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN

Dr. Muhammad Sawir, S.Sos., M.Si., M.H.
Universitas Yapis Papua

A. Konsep Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

Penyelenggaraan =~ Hukum  Administrasi ~ Negara
merupakan prasyarat dalam pembangunan administrasi negara
untuk menciptakan Good Governance. Dalam kacamata
administrasi negara, reformasi administrasi adalah pembenahan
sejumlah kebijakan hukum yang terkait dengan struktur, proses
dan manajemen baik dalam bidang keuangan, pengawasan,
sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas dan transparansi
serta proses pembuatan kebijakan dan implementasinya
(Saputra & Nugroho, 2021). Reformasi administrasi negara
berarti pula reformasi dalam bidang hukum administrasi
negara.

Secara etimologis, istilah pemerintahan berasal dari kata
dasar “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu,
aba-aba, atau komando. Pemerintahan dalam bahasa Inggris
disebut government yang berasal dari bahasa Latin: gobernare,
greek  kybernan yang berarti mengemudikan atau
mengendalikan. Secara umum pemerintah merupakan
organisasi, badan, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk
membuat dan menerapkan hukum sesuai undang-undang yang
berlaku. Menurut C.F Strong dalam bukunya Modern Political
Constitutions menyebutkan bahwa “Government is therefore that
organization in which is vested the rights to exercise sovereign powers” .
Pemerintahan adalah organisasi dalam mana diletakkan hak
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BAB

KEPUTUSAN
PEMERINTAHAN

Baren Sipayung, S.H., M.A.P.,, M.H., C.L.A., CRMP.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

A. Konsep, Syarat Sahnya, dan Berlakunya Suatu Keputusan
Pemerintah
Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), terdapat subjek
hukum yang ditetapkan secara eksplisit baik perorangan atau
badan hukum yang dipandang cakap untuk melakukan
perbuatan hukum prosedural penyelenggaraan pemerintahan.
Kemudian, subjek hukum yang diberikan kekuasaan menurut
UU 30/2014 untuk melakukan tindakan administratif dan
hukum dalam prosedur administrasi pemerintahan adalah
badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melaksanakan
fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun
penyelenggara negara lainnya. Pejabat di sini adalah pejabat-
pejabat yang melaksanakan fungsi pemerintahan, tidak hanya
pejabat-pejabat  yang duduk di struktur organisasi
pemerintahan, melainkan juga pihak swasta yang menjalankan
fungsi pemerintahan, contohnya adalah perusahaan swasta
yang ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa pemerintah.
Sebagai subjek hukum, tentu saja badan dan/atau pejabat
pemerintahan juga memiliki hak dan kewajiban. Selanjutnya,
badan dan/atau pejabat pemerintahan memiliki hak untuk
menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan
dan/atau tindakan. Begitu pula, badan dan/atau pejabat
pemerintahan  berkewajiban  untuk  menyelenggarakan

79



BAB
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK

Dr. Suarlin, S.Pd., M.Si.
Universitas Negeri Makassar

A. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik diartikan sebagai suatu rangkaian
kegiatan dalam memenuhi kebutuhan bagi setiap warga Negara
yang disinkronkan dengan peraturan perundang- undangan,
berupa barang, jasa, ataupun pelayanan administratif oleh
penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan
yang dimaksud ialah setiap institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan
Undang-undang, serta badan hukum yang dibentuk untuk
pelayanan publik.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik yaitu suatu kegiatan yang merupakan upaya
pemenuhan kebutuhan pelayanan yang disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan untuk masyarakat meliputi
barang, jasa, ataupun pelayanan administratif yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian
pelayanan publik itu adalah pelayanan diberikan negara yang
menyentuh lapisan masyarakat sesuai kebutuhan dan
kemampuan.

Pelayanan publik adalah setiap kegiatan pelayanan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai bentuk upaya
pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan (Mahmudi 2010). Pelayanan
publik adalah setiap kegiatan oleh pemerintah yang
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SANKSI

1 O ADMINISTRASI

A.

102

Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum.
Universitas Flores

Konsep Sanksi Administrasi

Dalam Hukum Administrasi Negara sanksi merupakan
inti dari penegakan hukum administrasi yang dibutuhkan untuk
menjamin penegakan hukum administrasi. Suatu konsep yang
dilahirkan oleh hukum ialah yang mengatur perintah, larangan
dan kewajiban seseorang yang melakukan kegiatan kerja untuk
dan dalam lingkungan organisasi Administrasi Negara.

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan
yang bersifat hukum public yang dapat digunakan oleh
pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap
kewajiban yang terdapat dalam norma hukum Administrasi
Negara. Unsur sanksi dalam hukum Administrasi Negara yaitu
alat kekuasaan (machtmiddelen), bersifat hukum public
(publiekrechtelijke), digunakan oleh pemerintah (overhead).
Sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (reactieopniet-neleving).

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam
hukum. Hal ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari
Administrasi Negara (pemerintah) terhadap warga negara
dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, atau
larangan-larangan yang diatur di dalam peraturan perundang-
undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara
(pemerintah).
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